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WALIKOTA PAGARALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAM

Menimbang

Mengingat

—

PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 20113
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2013 perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Perubahan Tahun Anggaran 2013
schaga: landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013,

ndang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88),

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan [embaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor |8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnibusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41
[ambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tawh
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3688 );

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambshan Lembaran Negara
Nomor 385 ),

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4186),



10,

16,

17.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 D I
(Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembuaran Negars Nomor 4355),

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturin
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Iembaran Negara Nomor 4437),

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4], Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090),

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416);, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerazh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
{38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman
pelaksanaan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor. 03 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Pagaralam Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013.



31 Surat Keputusan

Gubernur

Nomor: 752/KPTS/BPKAD/2013

tanggal 22 Oktober 2013 tentang hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Pagara
Alam tentang APBD Perubahan Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Pagar
Alam tentang Penjabaran APBD Peruabahan Tahun 2013,

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2013,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 terdiri atas ©

1. Pendapatan :

a  Pendapatan Asli Daerah Rp 30.670.390.000,-
b. Dana Perimbangan Rp. 542.863.023.571,-
¢ Lain-lain Pendapatan yang sah. ... Rp_56.516.885.210.-
Jumlah PEndapatan ...........ccooummmimscamismsisssisss i sarsssssssassssains Rp. 630.050 298.781-

2. Belanja @
a. Belanja Tidak Langsung :

1)

2)

Belanja Pegawal ...
Belanja Hibah..........ccoooniiviiunine
Belanja Bantuan Sostal..............
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi Kabupaten/Kota dan

3)
4)

Pemerintah Desa.........oooevicinicnns
5) Belanja Tidak Terduga ...

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawal ..o
2) Belanja Barang dan Jasa...........
3y Belanja Modal ...

Jumlah Belanja

( Defisit )ooenenn. AT P

3. Pembiayaan :

A PENErMaan .....ocoermrmiieassssmminsiaramanins
b, Pengeluaran ..o
Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan ...

.............................................................................

.........................................

..........................................................

Rp. 254.893.956.182,-

Rp. 16.617.530.200,-
Rp. 342.645.000,-
Rp.
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 272.854.131 182.-
Rp 17.675.366.760,-

Rp. 179.084.286.430,-

Rp. 182.599.543.154.- Rp. 379.359.196.344,-

Rp. 652.213.327.726,-
(Rp. 22.163.028 945 )

Rp. 60.843.427.585.-

Rp. 38 680.398.640.-
Rp. 22.163.028.945.-

Rp NIHIL




Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal |1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran [l Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal §

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 24 Oktober 2013
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam
Nomor Tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

dto

DRS. H. SAFRUDIN, M.SI
NIP. 195908231985031003

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR ...vccvvvves SERT wovncvciscievon



